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TENTANG

PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT SEBAGAI PILOT PROJECT
PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI
DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH MELAYANI PADA PEMERINTAH DAERAH

Menimbang

KABUPATEN KEBUMEN

BUPATI KEBUMEN,

a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan Dan Evaluasi
Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan
Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi
Pemerintah, perlu secara konkrit melaksanakan program

Reformasi Birokrasi melalui pembangunan Zona Integritas;

bahwa dalam rangka pembangunan Zona Integritas
sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan
beberapa Pusat Kesehatan Masyarakat sebagai Pilot Project
dalam pelaksanaan pembangunan Zona Integritas Menuju
Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan

Melayani;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan
Bupati tentang Pusat Kesehatan Masyarakat sebagai Pilot
Project Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas
dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani pada
Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen.



Mengingat

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa
Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950
Nomor 42);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999  tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi,
Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874);
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250)
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan
Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang
Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6409);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali,
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa



10.

11.

kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6856);

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4890);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016
tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6041);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 90 Tahun
2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas
menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi
Bersih Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1571); |
Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor
7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor
127) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Kebumen Nomor 5 Tahun 2021 tentang
Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen

Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan



Menetapkan
KESATU

KEDUA

Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen
Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah

Kabupaten Kebumen Nomor 183);

MEMUTUSKAN:

Pusat Kesehatan Masyarakat sebagai Pilot Project dalam

Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari

Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani pada Pemerintah

Kabupaten Kebumen sebagaimana tercantum dalam Lampiran

Keputusan ini.

Kepala Pusat Kesehatan Masyarakat sebagaimana dimaksud

dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

a. menyusun Rencana Kerja Pembangunan Zona Integritas
menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi
Bersih dan Melayani dan memantau secara berkala
pelaksanaannya;

b. menyusun Tim Kerja dalam Pembangunan Zona Integritas di
unit kerja masing-masing;

c. melaksanakan public campaign Pembangunan Zona Integritas;

d. membangun komitmen dengan seluruh pegawai dalam
Pembangunan Zona Integritas;

e. menjadi role model dalam pelaksanaan Pembangunan Zona
Integritas;

f. menetapkan Agen Perubahan dan mendorong Agen
Perubahan untuk berkontribusi terhadap perubahan di unit
kerja masing-masing;

g. mengembangkan budaya kerja dengan mengamalkan nilai-
nilai integritas di lingkungan kerja dan kehidupan sehari-hari;

h. meningkatkan kualitas pelayanan publik (lebih cepat, lebih
murah, lebih aman, dan lebih mudah dijangkau) dalam
pemberian layanan;

i. menerapkan budaya prima dan senantiasa mengembangkan
inovasi serta pemanfaatan teknologi dalam pelayanan; dan

J. melaksanakan seluruh pembangunan area perubahan Zona
Integritas dan melaporkan hasil Pembangunan Zona Integritas
secara berkala kepada Bupati melalui Inspektorat Daerah

Kabupaten Kebumen.



KETIGA

KEEMPAT

Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas sebagaimana
dimaksud dalam Diktum KESATU dikoordinasikan oleh Tim Kerja
sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf b.

Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kebumen

pada tanggal 1% 17ei 2023

KEBUMEN,




LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR 700 /173§ TAHUN 2023

TENTANG
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT
SEBAGAI PILOT PROJECT

PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
MENUJU  WILAYAH BEBAS DARI
KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI
BERSIH MELAYANI PADA PEMERINTAH
DAERAH KABUPATEN KEBUMEN

PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT SEBAGAI PILOT PROJECT

PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI
DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH MELAYANI PADA PEMERINTAH DAERAH

KABUPATEN KEBUMEN

NO.

NAMA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT

Pusat Kesehatan Masyarakat Kebumen II

Pusat Kesehatan Masyarakat Pejagoan

Pusat Kesehatan Masyarakat Kutowinangun




